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BAB 1
DESKRIPSI FISIK KAWASAN HUNTAP

1.1 Gambaran Umum

Wilayah Kecamatan Banawa menjadi salah satu lokasi terdampak bencana gempa
dan tsunami di Kabupaten Dongala Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, menempatkan wilayah Kelurahan Ganti
menjadi salah satu lokasi pembangunan hunian tetap satelit bagi warga terdampak
bencana di Kecamatan Banawa. Kelurahan Ganti merupakan kelurahan terluas di
Kecamatan Banawa, memiliki luas wilayah 15,59 km? atau 16% dari total luas 13 (tiga
erdiri atas 7 RW dan 18 RT.
terdiri dari 1.170 kepala

belas) kelurahan di Kecamatan Banawa. Kelurahan G

Penduduk Kelurahan Ganti berjumlah 4.346 ji

keluarga. Pekerjaan mayoritas penduduk Kelur, Gantiy etani dan buruh.

Gambar 1 Lokasi

Sumber: dongalakab.bps.go.id

Secara administratif Kelurahan Ganti memiliki batas wilayah sebagai berikut:
e Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kelurahan Maleni

e Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kabonga Kecil /Besar



e Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kelurahan Limboro Kec. Banawa
Selatan
e Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Gambar 2, Peta Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa
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Sumber: BPS, 2019
1.2 Letak Dan Kondisi
Secara geograf . i berada pada posisi 0°38’34”- 0°49’33” Lintang

BT. Berdasarkan letak lintang tersebut, di
Kelurahan Ganti i jadi antara bulan Mei - September, sedangkan musim
hujan terjadi pada bul3 dan Desember. Curah hujan tertinggi biasanya terjadi
pada bulan Juni dengan cu¥@h hujan sebesar 293 mm, sedangkan curah hujan terendah
terjadi pada bulan September yaitu 30 mm. Adapun untuk hari hujan terbanyak
sebanyak 13 hari pada bulan Maret, sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan
Januari, Februari, dan Desember yaitu masing-masing sebanyak 7 hari.

Pemerintah Kabupaten Donggala telah membeli/membebaskan lahan untuk hunian
tetap dengan mengacu pada Pasal 121, Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingah Umum, menyatakan “Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi, tapi harus sesuai

dengan tata ruang wilayah”. Pembelian/pembebasan lahan dilakukan menggunakan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 dan Tahun 2020.
Selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2020, terbit SK Penunjukan lokasi sebagai payung
hukum terhadap proses pembelian dan peruntukan lokasi lahan. Bupati Kabupaten
Donggala menetapkan lokasi hunian tetap berdasarkan SK Bupati Donggala No.
188.45/0279/DPKP2/2020 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Hunian
Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kelurahan
Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lampiran 3). Pada dokumen SK
penunjukan lokasi (penlok) huntap Kelurahan Ganti disebutkan bahwa luasan lahan
untuk huntap +17.970 m? Mengacu pada Diktum KEDUA dari Keputusan Bupati

tentang penunjukan lokasi, lahan ini diperuntukkan bagi Rencana Pembangunan

Hunian Tetap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana a Bumi dan Tsunami Tahun

2018 serta fasilitas sosial dan fasilitas umum gnya di Kelurahan Ganti
+27.920 m? terdapat luasan sejumlah 9.78 mbahan yang tidak
digunakan sebagai lokasi pemba mah. Lahan tersebut awalnya
direncanakan untuk 10 unit rumah, n tur lahan berbukit, maka lahan

tersebut akan difungsikan _se i ane : uka hijau dan lokasi bak

yang tersedia *1¢ i encukupi untuk sejumlah 100 WTB yang
akan menghu i Data 100 WTB sudah melalui proses finalisasi data
dari data SK WTE bahan untuk 18 unit hunian dan pengurusan surat
pelepasan hak a.n Uma3 Usman akan dilakukan bersamaan dengan pengadaan
lahan yang akan dibebaskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Donggala tahun 2021.



Gambar 3, Lokasi Huntap Satelit Ganti, Kecamatan Banawa
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Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Donggala 2020

Gambar 5, Batas Lokasi Lahan
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1.3 Pemanfaatan Lahan

1.3.1 Kesesuaian Tata Ruang Pembangunan Huntap

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Donggala pada
tanggal 19 Juli 2019 telah mengeluarkan rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang No.
650/0871/DKP2. Surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa; Berdasarkan
peraturan daerah Kabupaten Donggala No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Donggala dijelaskan bahwa lokasi yang diusulkan sebagai rencana
pembangunan kawasan/hunian tetap masyarakat terdampak bencana alam di
Kelurahan Ganti penggunaan lahan berada di luar kawasan hutan dan difungsikan

sebagai pengembangan perkotaan untuk kawasan per iman. Struktur ruang lokasi

menghubungkan jalan trans Sulawesi Kabupaten Dg a - Kabupaten Mamuju Utara.
Surat Rekomendasi Tata Ruang Pembangunan H ir di Lampiran 4.
Rekomendasi di diatas dikuatka ti Donggala No.
188.45/0279/DPKP2/2020 tentang Peneta i i Diktum KETIGA
disebutkan bahwa; Penetapan sé¢ aksud dalam Diktum KEDUA

peruntukan untuk hunian tetap, tidak b Ttanga an Rencana Umum Tata Ruang

penghasilan pemilik ke an hanya diolah oleh pemilik lahan.

1.3.3 Penggunaan Lahan Pascabencana

Lahan calon lokasi huntap satelit Ganti setelah bencana masih berupa tanaman
perkebunan. Sebagian lahan dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala
pada Agustus 2019. Lahan lain dibebaskan pada bulan Agustus 2020. Lahan kemudian

dibersihkan untuk persiapan pembangunan hunian tetap.



Sumber : Data Lapangan, 2020

1.4 Topografi

mengalir di wilayah Kelur i. alPGanti hanya mengalir di musim

penghujan, sehingga pe ber air tidak dimungkinkan. Pada gambar



Gambar 8, Peta Topografi Kelurahan Ganti
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1.5 Potensi Kebencanaan

Lokasi calon huntap satelit berada #+400 meter dari aliran sungai Ganti. Sungai ini
merupakan sungai musiman dan hanya mengalirkan air pada musim penghujan. Peta
ZRB JICA 2020 menunjukan sebagian kecil lokasi Huntap masuk ke dalam zona rawan

sedimen level 2. Menurut cerita warga setempat, pada tahun 1962 pernah terjadi banjir



bandang yang mengakibatkan sebagian besar rumah kayu yang berada di sekitar sungai
hanyut terbawa arus banjir bandang. Kejadian tersebut baru satu kali terjadi dan tidak
pernah terulang hingga saat ini, tapi kejadian ini tetap perlu untuk diwaspadai.

Gambar 10, Peta ZRB Huntap Ganti
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Di sisi utara dan selats S p terdapat saluran drainase/parit alam
yang berfungsi ] ) ujan. Menurut keterangan warga dan staf
kelurahan, sal i arit g ini pada musim penghujan mengalirkan air yang
cukup deras. Sala ran alam tersebut berada tepat dibatas lahan Huntap
Ganti. Perlu adanya pe an teknis untuk pengamanan tanah dengan membangun

talud/perkuatan tanah dalam rangka menghindari terjadinya gerusan tanah yang

diakibatkan aliran air pada saat musim hujan.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Donggala, kecamatan yang sudah
terpetakan dalam Zona Rawan Bencana (ZRB) adalah Kecamatan Banawa. Sedangkan
kecamatan-kecamatan lain belum terpetakan dalam Zona Rawan Bencana (ZRB),
termasuk di dalamnya adalah Kecamatan Banawa Kelurahan Ganti. Tetapi jika dilihat
berdasarkan Peta Zonasi yang sudah terintegrasi ke Google Map, Kelurahan Ganti

termasuk dalam Zona 1, artinya masuk zona aman dari tsunami dan gusat gempa.



Gambar 11, Peta ZRB Huntap Ganti
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1.6 Aksesibilitas Kawasan

uju Ibu Kota Donggala sekitar +4,91 km
Sedangkan jarak antara lokasi huntap
dengan pemuki \ i 200 meter. Selanjutnya, jarak antara lokasi

huntap denga 2 anti #1 km. Untuk menuju lokasi huntap dapat
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Jarak Total #4.91 Km

.,

. Kelurahan Ganti ¢

Sumber : olah citra Google Maps, 2019

11



Tabel 1. Jarak Kelurahan Ganti Menuju Pusat Kota

Palu, Ibukota
1. 39 km 60 menit Darat
Prov. Sul-Teng

Ibukota
2. | Kabupaten 4,91 km 25 menit Darat

Donggala

Sumber : Data lapangan, 2020

1.6.2 Akses ke Sarana Pendidikan

Layanan pendidikan sekolah yang terdekat de asi huntap Kelurahan Ganti
adalah SD N 13 Banawa dengan jarak 0,5 km dag wa yang berjarak 1,6 km.
Hal ini menggambarkan bahwa akses pel@ya endidi pat dengan mudah

dijangkau dari lokasi huntap

‘Dongala

SDN13 BANAWA
SMP 5 BANAWA

Sumber : olah citra Google Earth, 2020
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Gambar 15, Foto Sarana dan Prasarana Pendidikan

TK Raidatul Athfal

PAUD Anata

2 menit

TK Ra
Athfal
3 | SDN 13 Banawa

) 0,8 km 5 menit Darat

0,5 km 2,5 menit Darat

4 | SMP N 6 Banawa 1,6 km 8 menit Darat

Sumber: Data lapangan 2020

1.6.3 Akses ke Sarana Kesehatan

Kelurahan Ganti terdapat klinik kesehatan yang berjarak 0,5 km dari lokasi huntap.
Puskesmas Banawa berjarak sekitar +4,4 km dari lokasi huntap. Hal ini dapat
menggambarkan bahwa akses pelayanan kesehatan dapat dengan mudah dijangkau.

Gambar 16 di bawah ini menampilkan fasilitas pelayanan kesehatan di Kelurahan Ganti.

13



Gambar 16, Peta Akses Sarana Kesehatan Sekitar Huntap Ganti

Dongala

KESEHATAN

Sumber : olah citra Google Ear 020

Gambar ata urahan Ganti

Puskes Klinik Kelurahan Ganti

’ 32016:08:13
78 Jalan Peffatolo | s | ¥ \ 'O, 7078S 119,7303E

'aoya I = |~ PR ! Ganti

. | a \ Banawa

. Banawa || SESIRE K‘al‘uup;él‘en Donggala
ateglionggala Sulawesi Tengah
g | i 2:114.4m
Speed:1.2km/h
Index number: 17

Sumber: Data lapangan 2020

14



Tabel 3, Sarana Kesehatan Sekitar Huntap

Klinik Kelurahan

1. 0,5 km 2,5 menit Darat
Ganti

2. | Puskesmas 4,4 km 22 menit Darat

Sumber: Data lapangan 2020

1.6.4 Akses Pusat Perekonomian

Di Kelurahan Ganti terdapat Pasar Inpres Malonda dengan jarak 2 km dari calon

lokasi huntap Ganti. Jalan menuju pasar dapat lui dengan menggunakan

transportasi darat. Selain pasar, terdapat pula kios rung barang campuran yang

berada di wilayah pemukiman warga yang jara eter dari lokasi huntap.

lokasi_huntap urahan Ganti relatif

Dengan demikian, dapat digambarkan b
mudah mengakses kebutuhan rumah tangga uka peluang kegiatan ekonomi

bagi Warga Terdampak Bencana.

LEGENDA:
 HUNTAP GANT!

© PASAR INPRES Mbl

Sumber : olah citra Google Earth, 2020
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Gambar 19, Foto Pusat Perekonomian sekitar Kelurahan Ganti

Pasar Impres Malonda

1

Bp 12950

® 07-Rug

Tengah 94351, 1D

0S 118,7349E
Jalan Padlr Ganti

Ganti
Banawa

Sulawesi

0.69782
20 12:35 Ad-hoc DESA GANTI .

wortied
H10m

-
ki

Sumber: Data lapangan 2020

Masyarakat i yang berada di sekitar lokasi Huntap satelit
memperoleh air bers asal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan

Sumur Bor. Namun sebag

besar masyarakat menggunakan air Sumur Bor. Akses
untuk mendapatkan air bersih dijaringan PDAM cukup mudah dan jaraknya dekat
dengan lokasi huntap yaitu +2,4 km.
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Gambar 20, Peta Akses Sumber Air Bersih Kelurahan Ganti
v )

‘Dongala,

Sumber: Olah citra Google Earthi)?

Gambar 21, Fotfo'Sumber A' 1h d itar Huntap Ganti

Loc.Desa Ganti
-0,71334,119,71./714, 160,0,,1’11. 220°
L i -2020-08-07 11.50.31

Sumber: Data lapangan 2020
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Tabel 5, Daya Tampung Sumber Air Bersih Sekitar Huntap

1. | PDAM 2,4 km 12 menit 0,14 L/detik

2 | Sumur Bor 0 9-15 meter 0,16 L/detik

Sumber: Data lapangan 2020

1.6.6 Akses Layanan Persampahan

Prinsip utama pengelolaan sampah rumah tangga adalah meminimalkan resiko

terhadap gangguan kesehatan dan sampah tidak dapat gkau oleh binatang seperti:

lalat, babi, dan anjing. Dalam pengelolaan samp h tangga, ada 5 (lima) opsi
antara lain: dibuat kompos, menggunakan jasa gkutan sampah, dikubur
dalam lubang, dibakar dan dijual. Ber i wawancara yang
dilakukan terhadap warga masyarakat di Kel anti, pengelolaan sampah rumah
tangga yang dilakukan oleh warga adalalide membakar sampah. Sebelumnya
warga menggunakan jasa layanan peéfigangkiita ah namun truk pengangkut
sampah tidak tidak b i. dasarkan gambaran tersebut, untuk
perencanaan pembang memperhatikan pengelolaan sampabh,
kebiasaan masyar; dak cocok dilakukan di lokasi huntap
karena keterbatasz li han dan kepadatan penduduk serta menyebabkan
terjadinya pencemnia ingkingan® Untuk kebutuhan huntap disarankan kepada
Pemerintah Kabupate goala membuat sarana pembuangan sampah dengan
memilah sampah organik non-organik, sehingga dapat didaur ulang, untuk dijual

kembali dan diolah menjadi kompos.
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Gambar 22

anan Persampahan Sekitar Huntap Ganti

, Peta dan Foto Akses La

LEGENDA:

52 TEMBAT WEMBUNCAN SENETARA 0.8 KM 4 MENIT DARAT

4 menit 3 ms3

295.920

m3 /tahun

45 menit

1.6.7 Akses Layanan List

Masyarakat di Kelurahan Ganti yang berada di sekitar lokasi huntap telah
memanfatkan layanan listrik dari PLN. Artinya akses terhadap listrik berada dekat
dengan lokasi huntap. Jarak jaringan listrik dari pemukiman warga ke lokasi huntap
+200 meter. Gambar 23 di bawah ini akan menampilkan jaringan listrik PLN yang

berada di pemukiman warga Kelurahan Ganti.
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Gambar 23, Peta Akses Layanan Listrik Sekitar Huntap Ganti

3 77 2

LISTRIK

Sumber : olah citra Google Earth 202

h

1.6.8 Akses Layanan Komunikasi

Pelayanan telepon kabel oleh P asuk ke pemukiman warga
Kelurahan Ganti. Jaringan i ' ngan jelas. Jarak Kantor PT. Telkom
ke lokasi huntap Kelura adalahU&5 km meter. Berikut gambar 24 yang

menampilkan pet

Dongala

~ LEGENDA:
@ HUNTAP CANTI
@ TELKOM DONGGALA 3.3 KM

& 27.8 MENIT DARAT

Sumber : olah data Google Earth, 2020
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Gambar 25, Foto Kantor PT Telkom Kabupaten Donggala

TELKOM DONGGALA

A Ramats WO &

067125 1% ‘-9.745'@
Gunung Bal@

Banawa

* DofglalaREgancy
Central Sulawes)

Kantor Telkom Donggala

Sumber: Data lapangan 2019

1.6.9 Sistem Drainase

Sistem drainase di sekitar Huntap dengan ukuran Lebar atas =

80cm, Lebar bawah = 50 er. Sistém drainase ini berfungsi sebagai

aliran pembuangan limbe syarakat sekitar. Selain drainase buatan

tersebut tedapat j

21



Sumber : olah data Google Ear
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BAB 2

RENCANA PENGADAAN TANAH

2.1 Status Legalitas Tanah

Lahan yang dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala merupakan
lahan hak milik dan penguasaan pribadi warga Donggala. Luas lahan yang sudah
dibebaskan pemerintah daerah Kabupaten Donggala seluas 27.920 m?. Lahan milik Ibu
Imelda So seluas 17.970 m? diperuntukkan untuk lokasi pembangunan hunian tetap,
lahan milik Umar, Usman dan Tofan seluas 9.786 m? diperuntukkan untuk lokasi ruang
terbuka hijau dan lokasi bak penampungan air, serta la}%milik Darmin seluas 164 m?

diperuntukkan untuk pembangunan akses jalan ke lokasi hunian tetap. Jual-Beli Lahan

bebas. Proses selanjutnya setelah ada penghunian warga dari Bupati,

dibuatkan SK Hak oleh BPN k iajukan pengurusan sertifikat

Donggala. Beri ] ienampilkan kepemilikan/penguasaan tanah lokasi
huntap.

ikan/Penguasaan Tanah Lokasi Huntap

Dikuasai Imelda So sejak tahun

SKPT No.: 1980 peruntukan lahan untuk
1| ImeldaSo 17.970 593/24/2019 lokasi hunian tetap tertanggal 4
September 2019

SHM No 01897

2 | Umar 4.744 NIB:

19.01.03.14.02036
SHM No 02267 Milik Pribadi Usman, terbit

Milik Pribadi Umar, sertipkat
terbit tanggal 18 Juli 2018.

3 | Usman 3.272 NIB: sertipikat tanggal 10 Desember
19.01.03.14.02041 | 2019
4 | Tofan 1770 SKPT No.: Dikuasai Tofan dari ayahnya

593/46/Pem, Alm. Yundi dikuasai sejak tahun

23



1970. SKPT tertangal 06 Juli

2020
Dikuasi Darmin sejak tahun
5 | Darmin 164 SKPT No.: 1990, pembebasan Lahan untuk

593/23/2019 pembangunan jalan menuju
lokasi Huntap.

Sumber : Data Primer, 2020
2.2 Kebijakan Pengadaan Tanah

2.2.1 Peraturan Perundangan Terkait Yang Berlaku mtuk Pengadaan Lahan

Dalam pengadaan tahan/lahan calon lokasi hu di Provinsi Sulawesi Tengah,

b. Perpres No 71/2012 tent garaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk KeDentiM

c. Peraturan Presiden ( PBPRES] ﬁomor 148 Ta'hun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas P(ﬁturan_ Pres@l Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

.

Daerah

i. PP No 40 th 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak

Pakai atas tanah;

j- Perpres Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial

Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan

Nasional;

k. Perka BPN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

24



https://drive.google.com/file/d/1bkZ4OK3ic6WDJ3SYoUTPZlxvh3-qZEp4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtDsSHWxU-YoAFwtuWIegCLXHK1y2h6o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtDsSHWxU-YoAFwtuWIegCLXHK1y2h6o/view?usp=sharing
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41907/perpres-no-148-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41907/perpres-no-148-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41907/perpres-no-148-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41907/perpres-no-148-tahun-2015
https://drive.google.com/file/d/1wyUzkXAyxPJxIYJaLg7Orz8tzZ9VVflO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103RhUZc1e8CciKHNjTZQl_GFDE-MWy1V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4O9sy7xgsAvpTa4XmFcjDHhymtEbhJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzYcuNBoAqEDqOaMDHpqbyf14dOTmvnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzYcuNBoAqEDqOaMDHpqbyf14dOTmvnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19c3xV29lJ4VW7xP6kwK__wPXzFfu5mee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19c3xV29lJ4VW7xP6kwK__wPXzFfu5mee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9WPfA-Sx6xUacW-jIlchGJqq_KaxuNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9WPfA-Sx6xUacW-jIlchGJqq_KaxuNS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yflEhKL5DjPA37zCPcrgd0rUKgPlLB6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yflEhKL5DjPA37zCPcrgd0rUKgPlLB6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yflEhKL5DjPA37zCPcrgd0rUKgPlLB6V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCADYlvhPq0-8xpQBOpXxRizCZrcgCC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCADYlvhPq0-8xpQBOpXxRizCZrcgCC1/view?usp=sharing

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah

m. Permen ATR/BPN Nomor 6 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
n. PMK Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Biaya Operasional Dan Pendukung
Pengadaan Tanah Melalui Anggaran APBN;
o. Surat Menteri ATR/Ka BPN Nomor 3061/2.1/Vii/2016 Tanggal 1 Juli 2016
Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A Dan B Dalam Rangka Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
p. Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 Tenta perasional Dan Pendukung
Anggaran Pengadaan Tanah APBD Prov,
g- Rencana Tata Ruang Kabupaten Don§
r. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Teng@@WNomor : 592.2/33/1993 Tentang
Bentuk dan Isi Surat Penyerahdf\f dSaan Atas Tanah
2.2.2 Kebijakan Pemeri

Proses pengadaa Satelit Ganti mengacu kepada keputusan
Bupati Donggala Nomor 18 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan
Tanah Skala Keg n Untuk Kepentingan Umum (terlampir di lampiran

5). Keputusan te

Petunjuk Teknis P anan Pengadaan Tanah,

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun

2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah
Peraturan Presiden RepubliK Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum

Dalam proses pengadaan lahan untuk hunian tetap satelit mengikuti peraturan

perundang-undangan, rujukan utama yang digunakan adalah Instruksi Presiden No 10
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https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104405/permen-agrariakepala-bpn-no-5-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104405/permen-agrariakepala-bpn-no-5-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104405/permen-agrariakepala-bpn-no-5-tahun-2012
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104061/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104061/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104061/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2015
https://drive.google.com/file/d/1Udz8eFyG8OkChBexj1tkV_cQjmQrVBtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Udz8eFyG8OkChBexj1tkV_cQjmQrVBtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVnn4yQvHiQYTFl9dAzGy9IJp71C5I5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVnn4yQvHiQYTFl9dAzGy9IJp71C5I5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MVnn4yQvHiQYTFl9dAzGy9IJp71C5I5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jhQpe-_u8zyplzOFyjZAx7mX_465qu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17jhQpe-_u8zyplzOFyjZAx7mX_465qu4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DUUxieIOyt7rfT0aiI-5MqVRJa5v0cHk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTl3XV8Igszt7o38engLZsE5DImMGlLn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XTl3XV8Igszt7o38engLZsE5DImMGlLn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCADYlvhPq0-8xpQBOpXxRizCZrcgCC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCADYlvhPq0-8xpQBOpXxRizCZrcgCC1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11KS6HvI4f3g8z0vZgn6VVNUz-qmVQ-_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11KS6HvI4f3g8z0vZgn6VVNUz-qmVQ-_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11KS6HvI4f3g8z0vZgn6VVNUz-qmVQ-_9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0nFSypKgJ_vmB1WpULGs82oGdjQm1Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0nFSypKgJ_vmB1WpULGs82oGdjQm1Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0nFSypKgJ_vmB1WpULGs82oGdjQm1Sx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0nFSypKgJ_vmB1WpULGs82oGdjQm1Sx/view?usp=sharing

Tahun 2018 dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan keuangan pemerintah
daerah. Pasal 121 Perpres 148/2015 pengadaan tanah untuk kepentingan umum
kurang dari 5 ha tidak perlu penetapan lokasi, tapi harus sesuai dengan tata ruang
wilayah. Menteri ATR-BPN pada tangga 20 April 2019 pada saat peninjauan ke Tanah
Negara Bekas Tanah Terlantar untuk Relokasi Korban Bencana Palu, Sigi, Donggala,
bahwa pengadaan tanah untuk Huntap tetap mengacu pada UU No. 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal 49 berbunyi :

1) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan

menKelurahank akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas,

dan wabah penyakit dapat langsung dila akan pembangunannya

setelah dilakukan penetapan lokasi pe n untuk Kepentingan
Umum.

2) Sebelum penetapan lokasi pem
sebagaimana dimaksud pa rlebih dahulu disampaikan
pemberitahuan kepada Pihak

3) Dalam hal terdapat

tanah tetap dapat melaksanakan

kegiatan pembangun i 'maksud pada ayat (1).

harus direlokasi akibat ana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Provinsi
Sulawesi Tengah. Maka secara prinsip, pengadaan tanah sama dengan kebijakan untuk
semua huntap. Lahan huntap satelit yang posisinya berada di Kelurahan Ganti, telah
dibeli/dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Donggala yang berasal dari lahan milik
pribadi warga berdasarkan alas hak tanah yang dimiliki.

Skema pembiayaan pembelian/pembebasan lahan untuk hunian tetap satelit di
Kabupaten Donggala, anggaran pembelian lahan dimasukkan dalam Belanja Barang dan
Jasa yang masuk dalam item belanja diserahkan kepada masyarakat. Sesuai dengan

Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Belanja Pendapatan dan Daerah, yang dirubah dengan
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Permendagri No 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.4 Tahapan Pengadaan Tanah
Proses pengadaan tanah yang sudah dilakukan oleh pemda meliputi tahap-tahap antara
lain:
a. Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan
Proses pengadaan lahan hunian tetap Ganti secara keseluruhan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sesuai dengan Inpres No 10 Tahun

2018. Lahan calon huntap satelit diperolehg, pemerintah dengan cara

membeli/membebaskan status kepemilikany 1 warga masyarakat, meskipun

Kelurahan melak pengecekan lapangan dan kelengkapan dokumen status
alas hak tanah.

b. Penetapan Lokasi Pembangunan
Dalam wupaya pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat terdampak
bencana, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perumahan, pemukiman dan
Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Donggala, telah melakukan identifikasi lahan
yang akan digunakan. Berdasarkan Perpres 148/2015, Pasal 121 menyatakan
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum kurang dari 5 ha tidak perlu
penetapan lokasi, tapi harus sesuai dengan tata ruang wilayah. Aturan ini

menjadi rujukan awal dalam pembelian lahan. Dinas Perkimtan selanjutnya

mengajukan penetapan lokasi hunian tetap Ganti kepada Bupati Kabupaten
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Donggala untuk diterbitkan SK penunjukan lokasi. Dalam penentuan lokasi
tersebut mempertimbangkan beberapa aspek seperti; lokasi lahan berada di luar
zona rawan bencana dan atau berada di luar kawasan hutan, lokasi lahan sesuai
dengan pola tata ruang wilayah Kabupaten Donggala.

c. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan lahan

Tabel 8, Inventarisasi Penguasaan Lahan

SKPT No.: Surat Penyerahan No.:

1 | Imelda So 17.970 593/24/2019 /259 /BNW/IX/2019

SHM No 01897
2 | Umar 4,744

pelepasan hak bersamaan
dengan pembebasan lahan
hun 2021

at Penyerahan No.:
92.2/94/BNW/X/2020

3 | Usman 3.272

4 | Tofan

Surat Penyerahan No.:
19 592.2/258/BNW/IX/2019

5 | Darmin

Pengadaan tanah an calon lokasi huntap akibat bencana gempa bumi
Tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah Tahun 2018, di Kabupaten Donggala
dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pengadaan lahan untuk lokasi Hunian Tetap di Kabupaten Donggala
merupakan tanah milik pribadi warga. Pemerintah daerah Kabupaten
Donggala melakukan pelepasan dengan cara membeli tanah warga untuk
Huntap.

2. Lokasi hunian tetap Satelit dibeli oleh Pemerintahan Kabupaten Donggala

dengan luas kebutuhan Hunian Tetap (Huntap) yang telah dipilih pemerintah
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Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan nilai hasil penilaian Tim

Independen (KJPP).
Lahan hunian tetap satelit Ganti sebelumnya merupakan lahan perkebunan
pribadi yang dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan pemilik lahan yang
ditanami tanaman kelapa, jambu biji, asam jawa dan pala. Dalam jual beli lahan
ini, harga yang dibayarkan kepada pemilik tanah sudah termasuk ganti rugi aset
yang terdapat di dalamnya. Penilaian Aset ini dilakukan oleh KJPP. Adapun tanah
yang telah dibeli ini, di lapangan telah dilengkapi dengan batas fisik berupa
patok yang terbuat dari kayu. Batas fisik berupa patok dapat dilihat pada
Lampiran 6. Dalam pemahaman dan kebiasaan masyarakat Donggala secara
umum, pengurusan perbaikan hak atas tanah

Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) ak

erti sertipikat ataupun Surat

kan ketika surat tersebut

Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) a elah proses penilain oleh KJPP di
lapangan dilakukan, pemilik la us perbaikan surat kepemilikan

lahan yang dibutuhka i i ddsar pembuatan dokumen final

Sri Handayani NooryMT (Cq. Pemda Donggala /Kadis Perumahan Pemukiman
dan Pertanahan Kab. Donggala) pihak kedua menyatakan membeli tanah
tersebut dari pihak pertama, yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan
Ganti, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang jumlahnya telah disepakati
dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak. Anggaran pembelian tanah
untuk lahan huntap dimasukkan dalam Belanja Barang dan Jasa yang masuk
dalam item belanja  barang yang diserahkan ke masyarakat.
Pembelian/pembebasan lahan tidak dicatat dalam dokumen aset Pemda Dongala.

Hal ini didasarkan pada Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri
(Permendagri) No. 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah
f. Pelepasan hak atas tanah

Berikut mekanisme yang dilaksanakan dalam pelepasan lahan hunian tetap
satelit Kelurahan Ganti:

1. Diskusi/rembug yang dilaksanakan baik berdasar pada inisiatif Pemerintah

Kabupaten Donggala, diskusi ini dilaksanakan untuk menetapkan lokasi

dengan beberapa pertimbangan antara lain ;

a. Luasan kebutuhan lahan untuk mendi tap

d. Harapan pemegang hak untuk bis jutkan usaha di lokasi yang sama
2. nian Tetap (Huntap) Satelit,
3. an yang ditawarkan,
4 menilai harga lahan calon hunian tetap
5.
6.
7.
8. Perintah Kerja (SPK) untuk Pengaturan, Penguasaan,

Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan.

g. Rencana Aksi Pemecahan Sertpikat untuk masing-masing WTB

Pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana menjadi kewajiban
pemerintah daerah Kabupaten Donggala, leading sector untuk pemberian hak atas tanah
di BPN Kabupaten Donggala dan Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Donggala. Segala biaya yang digunakan untuk proses pemberian

hak atas tanah kepada warga terdampak bencana dibebankan kepada APBD/N.
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Tabel 9. Rencana Aksi Mekanisme Pemecahan sertipikat ke Masing-Masing WTB

Pertemuan dengan tim teknis Sekda/Dinas
pengadaan tanah.membahas tahapan Desember 2020 Perur}lahan,
rencana pemberian hak atas tanah Permukiman dan
kepada WTB Pertanahan, BPN
Pemasangan patok batas lahan| November 2020- ATR/BPN
. . . Kabupaten
huntap dan kapling sesuai site plan Februari 2021
Donggala
Dokur.nel.nta51 dan pempuatan November 2020 ATR/BPN
deskripsi patok batas lahan (Siteplan . Kabupaten
: Februari,2021
pembangunan Huntap Ganti) Donggala
Tahap-Tahap proses sertifikasi lahan
huntap untuk WTB, antara lain :
Dinas
1. Penyerahan Lahan Dari WTP Ke Perumahan,
Pemkab (Status Tanah Menjadi Permukiman dan
Tanah Negara Bebas) Sehingga tidak Pertanahan
dicatat sebagai Aset Pemkab Kabupaten
Donggala
2. Penetapan WTB yang akan d
tanah (SK Bupati pe i . .
dilampiri dengan pril 2021 Bupati Donggala
dan nama-nama p¥€
%.OnPegqlzrlntah Dae ATR/BPN
88 Februari - Mei 2021 Kabupaten
terhadap
Donggala
Dinas
Perumahan,
ditandatangan Y "ATR/BPN Februari - Maret Permukiman dan
Kabupaten Donggala 2021 Pertanahan
p &8 Kabupaten
Donggala
b. Memasukkan SK Penghunian Ke _ . Sekda/ bag.
ATR/BPN Kabupaten Donggala Maret - April 2021 Hukum
) : ATR/BPN
4. Penerbitan SK Pemberian Hak oleh April -Mei 2021 Kabupaten
BPN
Donggala
5. Penerbitan Sertifikat untuk setiap . ATR/BPN
Juni 2021 Kabupaten
WTB
Donggala
Penerbitan sertifikat atas ATR/BPN
bidang/bagian lahan yang diatasnya April - Juni 2021 Kabupaten

dimanfaatkan

Donggala, PUPR,
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untuk infrastruktur lingkungan Pemerintah
Kelurahan
Pemerintah
Bersamaan dengan Kabupaten
Pemberian Hak Atas Tanah (HAT) | penyerahan kunci p
6 Donggala dan
Kepada Warga Terdampak Bencana rumah .
. Kementrian
Juni 2021 PUPR

2.5 Penetapan Lahan Huntap
Penetapan lokasi Huntap Ganti pada tanggal 4 Mei
Bupati Donggala No. 188.45/0279/DPKP2/2020 T

20 yang tertuang dalam SK

g Penetepan Lokasi Rencana

prasarana, sarana utilitas umum. Lahan
yang ditetapl Sippembangunan huntap belum mencukupi dan
direncanakan adanyga an tanah tambahan di tahun anggaran 2021 oleh
pemerintah Kabupate a. Dalam tabel di bawah kebutuhan rumah disesuaikan
dengan jumlah warga ter€

Keberhakan Gubernur dari data final per 14 April 2021 telah didapatkan data 100 WTB.

pak bencana yang sudah difinalisasi sesuai dengan SK

Data final yang akan menghuni hunian tetap akan disampaikan dalam dokumen

Rencana Aksi Pemindahan (RAP).
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Gambar 27, Siteplan Huntap Ganti

Sumber : Satuan Kerja PenyediaatipRe Prov Sulteng, 2021

27.920 m?
17.970 m?
82 Unit
164 m*?
9.786 m?
6 x 6m (36m?2)
4m
1.300 Kwh

NG W N

8. Listrik
Sumber : Data Primer, 2020

2.7 Profil Warga Terdampak Bencana

2.7.1 SKBupati Donggala tentang Penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan
Warga penerima bantuan hunian tetap sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2018

menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah. Bupati Kabupaten Donggala telah

menetapkan SK Bupati No. 188.45/0257/DPKP2 tentang Penerima Bantuan Hunian

Tetap Tahap I Kabupaten Donggala 2020. Dari SK tahap 1 tertanggal 29 April 2020,

pada Diktum KEDUA menerangkan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat yang

terdampak bencana yang berasal dari kolom 1 point 1 sampai 4 Kelurahan Labuan Bajo,
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Kelurahan Boya, Kelurahan Tanjung Batu dan Kelurahan Kebonga Kecil ditempatkan di
lokasi huntap Ganti. Dalam SK tahap 1 Lampiran VII penerima bantuan hunian tetap
Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa berjumlah 95 WTB.

Pada tanggal 2 November 2020, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Donggala No.
188.45/0559/DPKP2/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap
[l Kabupaten Donggala Tahun 2020. Dari SK tahap II tersebut penerima bantuan hunian
tetap dari Kelurahan Labuan Bajo, Kelurahan Boya dan Kelurahan Tanjung Batu
berjumlah 15 WTB untuk ditempatkan di lokasi hunian tetap Kelurahan Ganti. Sehingga
total WTB berdasarkan SK Tahap 1 dan Tahap II yang akan menghuni huntap Ganti
berjumlah 110 WTB. SK penetapan WTB dan Kriteria Keberhakan Hunian Tetap Ganti

yang tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Donggala te pir di Lampiran 2.

2.7.2 Daftar Warga Terdampak Bencana Ya nghuni Huntap

Kabupaten Donggala Tahun 2020 tercantum yang akall menempati Hunian

Tetap Satelit Kelurahan Ganti seba alam proses penyusunan LARAP,
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BAB 3
PENGELOLAAN PENGADUAN

Pengaduan/pelaporan pada dasarnya adalah merupakan bentuk aspirasi ataupun
ketidakpuasan terhadap implementasi program pengadaan lahan dan relokasi
permukiman berbasis komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Terlepas dari siapa dan dari mana yang menyampaikan pengaduan, dapat dipahami
bahwa pada hakekatnya timbulnya pengaduan disebabkan oleh:

a. Pemahaman substansi informasi yang kurang utuh;

b. Proses kegiatan di lapangan yang kurang sempurna;

c. Pendekatan yang keliru;

d. Tumbuhnya kepedulian dan kontrol sosial dalﬂ masyarakat;

Pengaduan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rencana pengadaan lahan serta
memastikan mekanisme dapat diakses dan handal, sehingga permasalahan dapat
diselesaikan secara sistemik, terkoordinasi, dan tepat waktu. Dengan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas, mekanisme penanganan pengaduan dapat mengurangi
risiko ketika proyek secara tidak sengaja berdampak kepada warga atau penerima
manfaat. Mekanisme penanganan pengaduan berfungsi sebagai umpan balik yang
penting dan menjadi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan dampak positif
rencana aksi pengadaan lahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Pasal 2 Ayat 1 yang
menyatakan: “Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan pengaduan atas
pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian
kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara”.

Dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, menerapkan prinsip;
kemudahan, komprehensif, cepat tepat dan tanggap, anonim, preventif,
transparan/terbuka, objektif, korektif dan dikelola dalam satu pintu. Pengelolaan
Informasi dan Masalah (PIM) adalah cara yang dilakukan dalam pemantauan program
yang bersifat pencegahan atau preventif dan penanganan dalam menanggapi informasi,
aspirasi dan laporan masyarakat sesuai dengan mekanisme dan prosedur operasional
standar. Melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Bencana) yang dapat diakses di

tautan https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/, Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

(PPM) Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
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Donggala akan menampilkan data, informasi dan pengaduan secara terpusat dalam
proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi
yang terjadi di Sulawesi Tengah tahun 2018.

Tim pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PIM) terdiri dari penanggungjawab
konten dan isi halaman website SITABA, Tim Ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
(PPM) dalam bekerja dibantu oleh Asisten Management Data di tiap-tiap kabupaten dan
fasilitator di lapangan yang selalu berkoordinasi ketika tedapat pengaduan untuk
memperlancar proses pencatatan dan distribusi informasi/pengaduan kepada
pemerintah daerah kabupaten agar pengaduan yang masuk bisa diselesaikan dengan

cepat.

3.1 Skema Penyampaian Pengaduan dan Penan

menyeleksi dan kemudid berikan persetujuan kepada asisten management data
(asmandat) untuk memasukkan pengaduan tersebut ke SITABA. Pengaduan yang sudah
masuk dalam SITABA akan didistibusikan sesuai dengan skala masalah dan
kewenangan penyelesaian serta akan dipantau proses dan tahapan penyelesaian
pengaduan oleh Koordinator PIM di National Management Consultant (NMC).

Tenaga ahli Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) di OSP Bridging akan
memantau secara periodik pengaduan tidak langsung yang berasal dari laman

pengaduan di media massa, media sosial maupun kelompok masyarakat sipil. Tenaga

ahli PPM akan berkoodinasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pengaduan
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yang masuk. Pengaduan akan di input dalam google form pengelolaan pengaduan

masalah kemudian dimasukkan dalam SITABA

Gambar 28. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)
TIM BRIDGING

beberapa media

g WTB, WTFP, Masyarakat Umum

Diterima Oleh Operator, Fasiliator, Tenaga Ahli PPM ( PIC )
. b S

Asmandat
wWeb SiTABA

& ] - Masyarakat Mengadu Melalui
Pengaduan langsung, telphon, Whatsapp,

amail

D Approve Dari TA PPM

Record GForm

Input PPM Ke SITABA Oleh Asmandat

3.2 Saluran Pengaduan d
Media penyampaiad ¢ ; proses penanganan pengaduan masalah
dapat melalui sa s : ail dan website pengaduan sesuai dengan

prinsip jelas de ‘ asyarakat. Saluran pengaduan dapat disampaikan

melalui:
Kontak Pengaduz
A. Telp/WA/SMS SITABA :0817148048
B. Email : pim.cerc@gmail.com
C. Website pengaduan : https://sitaba.pu.go.id /sitabapalu
D. Email & Telp : humas.Donggala@yahoo.co.id & 0457 - 72208

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai saluran pengaduan melalui media
sosial, media cetak dan elektronik, poster dan melalui pertemuan-pertemuan warga.
Publikasi pengaduan untuk khalayak masyarakat luas juga dilakukan di ruang-ruang

publik papan pengumuman di kantor Kelurahan/kelurahan, serta media sosial yang
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dimiliki fasilitator maupun media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten

Donggala.

3.3 Proses Penanganan Pengaduan dan Tindak Lanjut
Tenaga ahli Penanganan Pengaduan Masyarkat akan melakukan proes
penanganan pengaduan yang sudahmasuk ke SITABA dengan proses sebagai berikut::

a. Pengaduan yang masuk akan diidentifikasi dan dipilah kepada pihak yang
menangani pengaduan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-
masing;

b. Setelah pengaduan diserahkan kepada pihak yang menangani selanjutnya

pengaduan tersebut akan diproses ait skema penyelesaian

permasalahan yang diadukan ber jenis pengaduan dan

d. Memberikan konfirmasi kepa ngenai uraian hasil

dan jika kasus aduan merupakan

(PMU) dan Word Bank.

Klasifikasi pengaduan berdasarkan lingkup pengaduan terkait dengan; 1)
management pengelolaan kegiatan pengadaan lahan meliputi kelengkapan administrasi
pengadaan lahan, sikap dan prilaku pengelola kegiatan, 2) Pertanahan, 3) dampak
lingkungan, 4) dampak sosial, 5) proses konstruksi permukiman. Berdasarkan sifat dan
lingkup pengaduan maka pengaduan dapat dibedakan menjadi; 1) pelanggaran
mekanisme dan prosedur, 2) penyimpangan dana, 3) intervensi negatif, 4) masalah
kebijakan, 5) kejadian forje majeur, 6) pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, dan 7)

masalah pertanahan.
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Kalsifikasi pengaduan dibedakan berdasarkan sifat pengaduan yang terdiri dari
pengaduan informatif dan pengaduan terkait masalah penyimpangan. Pengaduan
informatif adalah pengaduan yang dapat diselesaikan dengan memberikan keterangan
selengkapnya kepada pengadu. Proses penyelesaian pengaduan yang bersifat informatif
paling lambat dilakukan dalam 5 hari kerja terhitung dari pengaduan diterima di
SITABA ataupun di pemerintah daerah. Pengaduan yang bersifat penyimpangan
masalah adalah pengaduan yang dalam proses penyelesaiannya dibutuhkan langkah-
langkah tindak lanjut menelaah masalah dan konfirmasi ke segala pihak agar
mendapatkan jawaban dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lama proses
lambat diselesaikan dalam

atau diterima ke SITABA.

penyelesaian pengaduan penyimpangan masalah palin

waktu 30 hari kerja terhitung dari waktu pengaduan

melakukan upaya-upaya litigasi atau penyelesa tu sengketa, proses yang dihadapi
akan melalui jalur pengadilan. Upa sarana akhir dari penyelesaian

sengketa ketika upaya non Jitigasi i an. Hasil akhir dari litigasi

dan akan melaku} : 3 aksi bersama dengan pemerintah daerah agar

proses rehabilitasi bisa terus berjalan dengan berbagai kemungkinan
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Gambar 29. Alur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)

ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (PPM)

Status Feedback Y ]

%SEHEQF ™ Ia.n-gsun-_g' - Identifikasi Pengaduan

L Lo (
'ﬁ‘-ﬂ— '1‘T1] W Diterima Oleh TR L b }
Fengaduan Informatif Operator, Fasilitrbor,

B Asmandat
&

. : Analisis Kategori Masalah dan
Penyimpangan

Penanganan

Penanganan Penyimpangan Masalah diselesaikan Paling
Lambat 30 hari

&

Fasilitasi Penanganan

an B

Tinedak Lanjut Proses T T
Pemgaduan Penpelesaian dan Proses Pengaduan Wieb SiEsba
Pendokuwmentasian Selesai
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BAB 4
KETERBUKAAN INFORMASI

4.1 Prinsip dan Jenis Informasi yang akan diungkapkan kepada Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat terciptanya partisipasi bagi
warga negara pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sulawesi Tengah
tahun 2018. Keterbukaan informasi publik menerapkan prinsip akuntabilitas,
transparansi dan supermasi hukum serta pelibatan partisipasi aktif warga dalam setiap
proses dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan

informasi publik ini juga diarahkan dalam rangka menj@min hak masyarakat atas akses

informasi yang profesional. Dalam upaya menj rbukaan informasi publik,
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Doku i dighi merintah Sulawesi
Tengah dan diperkuat dengan Perda 2016 tentang Penyelenggaraan
Komunikasi dan Informatika sebag penyelenggaraan keterbukaan
informasi. Keputusan Gubezn

Perubahan Atas Keputus fawesi Tengah No. 489/445/R0O.Humas-
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Pengelola Infor % e i bantu (PPIDP) Pada Organisasi Perangkat

Daerah di Ling intalpDaerah Provinsi Sulawesi Tengah. Turunan dari

Penunjukan PPID Pembant®di Kabupaten Donggala.

Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah
2018, jenis informasi yang diungkap ke publik diarahkan untuk memberikan
pemahaman dan pengetahuan mengenai tahapan proses yang terjadi. Jenis informasi
yang diungkap ke publik adalah aturan dan tahapan pengadaan tanah untuk hunian,
pembangunan hunian dan tahapan penghunian bagi warga terdampak bencana. Jenis
informasi yang diungkap ke publik mulai dari dasar peraturan pengadaan tanah, aturan
mengenai zonasi rawan bencana, aturan mengenai keberhakan warga terdampak
bencana, tahapan dan alur pengajuan kelengkapan syarat keberhakan bagi warga

terdampak bencana, rencana pembiayaan hunian tetap, infrastuktur dan penyediaan
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sarana prasarana umum, tahapan pembanguan hunian tetap, tahap pemindahan warga
terdampak bencana, informasi mengenai pananganan penghidupan di pasca
penghunian huntap, dokumen-dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dan informasi
mengenai saluran pengaduan warga terdampak bencana dan masyarakat luas terhadap

proses yang sedang berjalan.

4.2 Rencana Keterbukaan Informasi

Mekanisme keterbukaan informasi pengadaan lahan pada proses rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana Sulawesi Tengah disampaikan berjenjang terkait dengan
kewenangan tingkat pusat/nasional, Provinsi, Kabupaten/kota, Kelurahan/kelurahan

dan Kelompok Masyarakat. Kewenangan memberikan d tau menerbitkan informasi

publik di tiap jenjang berdasarkan kewenangan ya cantum dalam Inpres No. 10

warga terdampe alBi proses-proses pertemuan langsung antara
pemerintah daera ] arga, melalui fasilitator di lapangan maupun
menggunakan media cetg edia elektronik dan media sosial. Warga atau pemohon
informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi publik terkait pengadaan
tanah untuk lokasi pembangunan hunian tetap. Permohonan informasi bisa
disampaikan melalui fasilitator Kementerian PUPR yang bertugas di lapangan, melalui
kelompok masyarakat (pokmas) WTB calon penghuni huntap. Pemohon informasi juga
dapat menyampaikan permintaan informasi secara berjenjang melalui pemerintah
kelurahan/Kelurahan di lokasi tinggal dan akan diteruskan kepada tim pengadaan
tanah skala kecil Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala. Pengajuan permohonan

informasi dari warga ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, pemohon harus

membawa/menyertakan identitas data diri dan daftar informasi yang diinginkan.
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Aparat pemerintah/tim pengadaan tanah skala kecil Pemda Donggala akan memberikan

penjelasan secara langsung dan berjenjang melalui camat, Kelurahan/kelurahan

ataupun akan memberikan informasi secara tertulis paling lambat dalam 10 hari kerja.
Berikut tabel pelaksanaan keterbukaan informasi dan rencana keterbukaan

informasi pengadaan tanah skala kecil bagi warga masyarakat.

Tabel 11. Pelaksanaan & Rencana Keterbukaan Informasi

No Jenis informasi Penanggungjawab Tempat

Pembentukan Tim
Pengadaan Tanah
Skala Kecil Kab.
Donggala

& SK Bupati tentang
pembentukan tim
teknis penyusunan
dokumen Rencana
Aksi pengadaan tanah

1 | dan pemukiman gupatl Ifab' da Kab. ggala
kembali /Lan ongsaa
Acquisition and
Resetlement Action

Plan untuk hunian
tetap Pasca benca
bagi masyarkat
terdampak benca

Perkimtan/Sekda

Informasi penga im Pengadaan
3 | dan tahapan Tanah Skala Kecil | Kantor Kecamatan
pengadaan tanah & Tim LARAP
Surat Keputusan

4 | Penunjukan Lokasi

Bupati Kabupaten | Sekda & Dinas Perkimtan Kab.

Donggal Donggal
Huntap onggala onggala
Infolrrr.1a51 mengenai Rekanan KJPP
Penilaian Atas tanah o :
5 yang ditunjuk Perkimtan Kab. Donggala
oleh Kantor Jasa
pemda Donggala

Penilaian Publik
Informasi mengenai | Tim Pengadaan

6 | tahapan pembelian Tanah Skala Kecil | Kecamatan Lokasi Lahan
lahan & Tim LARAP
Informasi

Kantor Pertanahan

Kab. Donggala BPN Kab. Donggala

7 | pengecekan alas hak
lahan dan patok batas
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No Jenis informasi Penanggungjawab Tempat \

lahan
Informasi Tim Pengadaan
8 | kesepakatan ganti Tanah Skala Kecil | Perkimtan Kab. Donggala
rugi lahan & Tim LARAP
Informasi pelepasan Tim Pengadaan . Dinas Perkimtan & BPN Kab.
? Hak atas Tanah Tanah Skala Kecil Donggala
& Tim LARAP

SK Bupati Kabupaten
10 | Donggala Calon
Penerima Huntap
Informasi mengenai Fasilitator

11 keberhakan Warga Kementerian PUPR Posko Fasilitator
penerima huntap

Bupati Kabupaten | Posko Fasilitator, Kelurahan
Donggala lokasi WTB, Pemda Donggala

Fasilitator, Dinas

Finalisasi data dan SK | Perkimtan & or kelurahan/Kelurahan

12 Penghunian WTB Bupati Kab. i Huntap & Kantor Pemda
Donggala
Proses Pemberian BPN, Dinas
13 | Hak atas Tanah Perkimtan Donggala
kepada WTB Donggala
Penayangan
Dokumen Rencana
14 Pengadaan tanah

(LAP) di Wesite
SITABA dan Pem
Donggala

Media inf€ i i ang bagi warga negara untuk mendapatkan
pengetahuan menge dan perkembangan proses pengadaan lahan untuk
hunian tetap. Informasi 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai
pengadaan lahan disampaikan oleh Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil & Tim LARAP
secara berjenang mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan/kelurahan,
pengurus RW dan RT di lokasi calon hunian tetap. Pemerintah Kabupaten Donggala
bersama fasilitator huntap melakukan sosialisasi dan pemberian informasi melalui
pertemuan-pertemuan di kantor kecamatan lokasi hunian tetap untuk memberikan
penjelasan mengenai tahapan dan proses pengadaan lahan. Selain melalui pertemuan
warga, Pemerintah Donggala secara rutin minimal menyampaikan informasi

perkembangan pengadaan lahan minimal setiap 3 bulan sekali di media sosial, media

elektronik dan media cetak. Untuk proses pemantauan dan penyebaran informasi
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Kementerian PUPR merancang web https://sitaba.pu.go.id/sitabapalu/ sebagai ruang

update informasi pengadaan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Website
tersebut dapat langsung diakses oleh warga untuk mendapatkan informasi
perkembangan pengadaan lahan untuk hunian tetap dan proses pemberian hak atas
tanah kepada warga terdampak bencana.

Penyampaian informasi mengenai perkembangan hunian tetap dalam proses
rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah juga dilakukan oleh kelompok
masyarakat sipil. SKP HAM Sulawesi Tengah melakukan monitoring rehab rekon selama
tahun 2020 dan hasil monitoring SKP HAM bisa disimak dalam laman

https://monitoring.skp-ham.org/. Komunitas masyarakat sipil Sulawesi Tengah

membuat media informasi warga untuk berbagi inf si mengenai perkembangan

www.sultengbergerak.org/.

proses rehabilitasi dan rekonstruksi di laman

proses-proses pengadaan lahan da hunian tetap warga terdampak

bencana di Sulawesi Tengah.
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BAB 5
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan merupakan upaya pengendalian proses
pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan bagi warga terdampak bencana agar proses
pengadaan lahan lebih akuntabel. Proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dilakukan pada saat perencanaan pengadaan lahan, pelaksanaan penilaian tanah oleh
lembaga publik, pelepasan hak hingga pemberian hak atas tanah kepada warga
terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Donggala menerbitkan SK Bupati No.

188.45/0657/BAPPEDA tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen

Rencana Aksi Pengadaan Tanah Dan Pemukiman ali /Land Acquisition and

Resetlement Action Plan Untuk Hunian Tetap Bencana Bagi Masyarakat
018 dan SK Bupati No.
ah Skala Kecil Bagi

RehabilitasT Dan Rekonstruksi

Terdampak Bencana Gempa Bumi Dan Tsu

188.45/0290/DPKP2 tentang Pembentuk

m Pengadaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Wilayah Pasca Bencana Alam Di K4 la. Dalam SK tersebut dijelaskan
bahwa salah satu tugas dan fungsi ti akukan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan seluruh rang dan rekonstruksi di Kabupaten

Donggala. Kegiatan pemani ‘ i dah pelaporan dilakukan minimal tiga bulan

sekali dan dilapor adapBlpa : en Donggala dan Tim Satgas Percepatan
Rehabilitasi da onstruksi Prewinsi Sulawesi Tengah.

Mekanisme Kkegiatan pelaporan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pengadan
tanah Skala Kecil Pemerintah Kabupaten Donggala dilaksanakan melalui pertemuan
rutin. Pertemuan yang bersifat insidental untuk pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kewenangan anggota tim. Dinas Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Donggala menjadi leading sektor dalam
pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Sehubungan
dengan kondisi pandemi COVID-19 pertemuan untuk pembahasan progres pemantauan
kegiatan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara daring setiap tiga bulan sekali. Jika
ada permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan pertemuan langsung, pertemuan
dapat diselenggarakan dengan peserta terbatas dan hanya melibatkan instansi yang
bersangkutan. Rapat lapangan diselenggarakan ketika ditemukan permasalahan di

lapangan.
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https://drive.google.com/file/d/1P6TUehnj4J6QkiKTasmCczvOgxtjgVh7/view?usp=sharing
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Tabel 12. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

No Kegiatan Indikator Pemantauan PIC Anggaran | Waktu
Kelengkapan dokumen
pembentukan Tim
pengadaan tanah, .
N Bupati
Persiapan rencana pembaglan llngkup Kabupaten APBD 2020-
1 kerja, ketersediaan Kabupaten
pengadaan tanah Donggala & 2021
anggaran, dan Donggala
. Sekda
mekanisme dan aturan
pengadaan tanah di
Kabupaten Donggala
¢ Prinsip pengadaan
e lahan
Sosialiasi pengadaan e Masyarakat Sekda & Dinas APBD
2 | tanah untuk hunian _ . Kabupaten 2020
mengetahui rencana [J/Perkimtan
tetap Donggala
pengadaan tanah
huntap
e Bukti kepemilikan BPN, Dinas PU
tanah dan tata ruang, APBD
Pengecekan data awal e Sejarah lahan yang Pemerintah
3 o Kabupaten 2020
lahan dibeli Pemda Kelurahan/Kel
. Donggala
e Kesesuaian dengan urahan,
tata ruang Kecamatan
Pengecekan BPN, Dinas
l kelengkapan dokumen | pendapatan,
Pemantauan lahan (K]JPP, bukti Dinas APBD 2020-
4 | Pembelian/pembebasan | kepemilikan, surat Perkimtan, Kabupaten 2021
lahan untuk huntap penyerahan dan jual beli | Pemerintah Donggala
lahan) Kelurahan/Kel
urahan
Pelaksanan pemantauan {{Kesesuaian rencana dan | Pemda 2020-
5 APBD
pengadaan tanah pelaksanaan Donggala 2021
- Dokumen keberhakan Pemerintah
Pemantauan Pemberian . . APBD
WTB lengap, Konsistensi | Daerah 2021-
6 | Hak Atas Tanah kepada Kabupaten
antara rencana, aturan Kabupaten 2022
WTB Donggala
dan pelaksanan Donggala
Penyusunan l.aporan Sesuai dengan hasil Pemda APBED
7 | Implementasi pengadan | pemantauan (3 Bulan) 2021
Donggala Donggala
tanah
Penavanean Laporan Laporan ditayangkan di | Pemkad
yangan Lap Website SITABA Donggaladan | APBD Kab.
8 | Implementasi . 2021
Kementerian Dongala
Pengadaan tanah PUPR
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5.1 Prinsip pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan upaya koordinasi
untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah di antara tim
pengadaan lahan skala kecil di Kabupaten Donggala. Keterpaduaan ini dilakukan untuk
menghindari adanya ketidakselarasan atau tumpang tindih informasi pada proses
pengadaan tanah hingga pemberian hak atas tanah kepada warga terdampak bencana.
Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara menerus selama
proses penyusunan Land Acquisition Plan (LAP). Proses pemantauan menekankan
prinsip sebagai berikut:

e Terpusat dan terpadu, artinya pelaksanan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
melalui koordinasi yang jelas dan mendukung adanya keterpaduan tindakan
oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kelurahan/Kelurahan, dan
masyarakat;

e Terus menerus dan berkesinamb anan wukan secara terus

menerus, rutin sepanjang pelaksanaan p aan tanah agar segala kendala dan
keterbatasan segera teratasi;

Objectif dan profesio an analisis data yang lengkap dan

Akurat. Informasi yahg disampaikan harus menggunakan data yang benar, tepat

dan dapat dipertanggungjawabkan..

5.2 Pemantauan dalam Proses Pengadaan Tanah

Pada proses pengadaan tanah untuk hunian tetap, pemantauan diarahkan agar
proses pengadaan tanah berlangsung sesuai dengan target yang direncanakan. Mulai
dari proses persiapan rencana pengadaan tanah untuk hunian tetap, sampai pemberian
hak atas tanah kepada warga terdampak bencana. Pemantauan juga diarahkan agar
proses pengadaan tanah tidak menimbulkan masalah sosial kepada warga yang akan

menghuni di tanah yang akan dibangun huntap. Rencana aksi pengadaan tanah sudah
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tercantum di bab sebelumnya. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan tahapan,
kelengakapan dokumen dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung di proses

pengadaan tanah hingga proses pemberian hak kepada warga terdampak bencana.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bupati Tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap 1
dan Tahap 2

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR (80 -4S 7025+ 70pkhL

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HUNIAN TETAP TAHAP I
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a.bahwa Hunian Tetap adalah tempat tinggal yang
diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana 28
September 2018 pasca tinggal dari hunian sementara
yarg bersifat permanen, yang tidak lagimemiliki tempat
tinggal, dan/atau mereka yang tempat tinggalnya masuk
dalam Kawasan Terdampak/ Rawan Bencana dan tidak
dapat ditinggali lagi menurut aturan pemerintah;

b.bahwa dalam rangka pembangunan rumah bagi
masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dan
Tsunami agar dapat menghuni rumah layak huni, perlu
ditezapkan Penerima Bantuan Hunian Tetap yang
terdampak Bencana Gempa dan Tsunami;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hunian
Tetap Tahap | Kabupaten Donggala Tahun 2020;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Norwor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5188);

5.Undang-UndangNomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telan diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Merjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6.Uncang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminis-rasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

8. Peraturen Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinean Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $615);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor
11): ‘

1.Keputusan  Gubernur  Sulawesi  Tengah Nomor
360/006/BPBD-G-ST/2019 tentang Penetapan Data
Korban Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi Provinsi Sulawesi Tengah;

2.Keputusan  Gubernur  Sulawesi Tengah  Nomor
360/034/BPBD-GOST/2019 tentang Penetapan Kriteria
Hak-Hak Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi P-ovinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018;

3.Peraturan Bupati tentang Bencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
Kabupaten Donggala Peraturan Bupati No 8 Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN:

Penetapan Penerima Bantuan Hunian Tetap Tahap 1 di
Kebupaten Donggala Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lempiran [ sampai dengan Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.
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KEDUA . Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah masyarakat yang terdampak Bencana
Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kabupaten Donggala
yang berasal dari Desa / Kelurahan sesuai kolom 1 dan
akan ditempatkan dilokasi Huntap sesuai kolom 2 sebagai

berikut :
Asal Desa / Kelurahan Lokasi Huntap
1 2
a. Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa
b. Kel. Boya Kec. Banawa Kel. Ganti
c. Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa
d. Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa
e. Desa Lol Saluran Kec. Banawa Desa Loli Saluran
f. Desa Lok Tasiburi Kec. Banawa Desa Loli Tasiburi
g. Desa Wani 2 Kec. Ta.néx;tovea Desa Lumbumpetigo
h. Desa Lompio Kec. Sirenja\ Desa Lompio
i, Desa Leade Kec. Sirenja _\ Desa Lende
j. Dese Lendentovea Kec. Sirenja Desa Lendentovea
KETIGA . Penerima Bantuan sebagaimana aksud dalam Diktum

KEDUA wajib menempati Hunian Igtap dan tidak boleh
diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain dengan
alasan apapun. -~
KEEMPAT : Penerima Bantuan diwajibkanyuntu
Bantuan Hunian Tetap sesiNi
Perundang-undangan.

KELIMA . Segala biaya yang timbul akibd MpXannya Keputusan
Bupati ini cibebankan pa ANggaxan Pendapatan dan
Belang'a Negara Tahun Anggai¥
KEENAM : Keputusar Bupati ini \ exlaku  pada tanggal
ditetapkan.
Di tetaphg Qonggala
2 29 April 2020
NGGALA
KOORDINASI  #%/ . /Z

UNIT KERJA | PARAFl -
BAGIAN HuKum| g ] =@
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Lampiran 2. SK Gubernur tentang Kriteria Keberhakan Korban Bencana




~

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
_ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data
Kebencanaan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor,
360/006/BPBD-G-ST/2019, Tanggal 8 Januari 2019,
Tentang Penetapan Data Korban Bencana Alam Gempa
Bumi, Tsunami dan Likufaksi Propinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Kesepakatan Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati
Donggala, Bupati Parigi Moutong, tanggal, 29 januari 2019
Tentang Penetapan Kriteria Hak - Hak Pengungsi Pasca
_Bencana Gempa Bumi,; ‘
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KRITERIA

HAK-HAK KORBAN BENCANA GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN
LIKUIFAKSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018.

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi
Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan hunian sementara
sebagai berikut: -

a.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana
Gempa Bumi, Likufaksi, Tsunami dan jalur patahan sesar
palu koro yang terdaftar dalam data yang ditetapkan
pemerintah daerah;

. Masyarakat Pengungsi yang mengontrak Rumah atau Kost -

Kost-an yang dibuktikan dengan surat perjanjian kontrak
dan/atau surat keterangan dari pemerintah setempat dapat
diberikan hunian sementara selama | (satu) tahun dan
diberikan jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;
Masyarakat yang menempati hunian sementara diberikan
jaminan hidup selama 60 (enam puluh) hari;

. Apabila pembangunan hunian sementara belum mencukupi

sesuai kebutuhan, maka yang didahulukan menempati
hunian sementara yaitu keluarga ibu menyusui, ibu hamil
dan lansia (kelompok rentan); dan

Pengungsi yang belum mendapatkan /menempati hunian
sementara diberikan jaminan hidup selama belum dan
sesudah menempati hunian sementara sesual ketentuan.

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi
Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan Hunian Tetap
sebagai berikut:

a.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana
Gempa Bumi, Tsunami, Likuifaksi dan Jalur Patahan sesar
Palu Koro (zona rawan bencana ), yang rerdaptar dalam data
yang ditetapkan pemerintah daerah dan dibuktikan dengan
surat kepemilikan yang sah atau Surat Keterangan dari
Pemerintah Setempat;

. Tanah, Bangunan Hunian Rumah Hunian Tetap, Fasilitas

Sosial dan Fasilitas Umum disediakan oleh Pemerintah/
atau Donatur yang tidak mengikat;

Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Hunian Tetap harus
mengacu pada Master Plan penataan kawasan dan rencana
tapak (site plan) oleh pemerintah dan/atau Pemerintah
daerah setempat;

. Masyarakat yang berhak mendapatkan Hunian Tetap adalah

‘warga pemilik rumah atau ahli waris yang sah, dengan
ketentuan setiap pemilik rumah hanya mendapatkan 1
(satu) Unit Hunian Tetap; dan

. Masyarakat yang tidak bersedia masuk dalam bangunan

Rumah Hunian Tetap, akan dibangunkan Rumah Hunian
Tetap diatas tanah milik warga yang bersangkutan,
sepanjang tidak berada dalam Zona Rawan Bencana.

. 3
bt
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o

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi
Provinsi Sulawesi Tengah yang memperol@f~Dana Stimulan
sebagai berikut:

a. Masyarakat yang rumahnya dalam kategori Rusak Berat,
Rusak Sedang dan Rusak Ringan diluar Zona Rawan
Bencana dibuktikan dengan surat kepemilikan atau Surat
Keterangan Pemerintah Setempat serta Surat Keterangan
dari Tim Asesment akan diberikan-Dana Stimulan sesdai

- kebijakan pemerintah;

b. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak

*  berhak mendapatkan Hunian Tetap; dan

c. Masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit rumah
dalam kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan
yang sah kepemilikannya, hanya mendapat bantuan Dana
Stimulan untuk 1 (satu) Unit Rumah.

Kriteria Korban Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi
Provinsi Sulawesi Tengah yang memperoleh Santunan Duka
sebagai berikut:

a. Ahli Waris yang berhak mendapatkan santunan Duka dari
Pemerintah adalah ahli waris yang meninggal‘-’ anggota
keluarganya akibat Bencana Gempa 3umi, Tsunami dan
Likuifaksi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian
dari Pemerintah Sctempat (Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil);

b. Ahli waris yang anggota Kkeluarganya dinyatakan hilang
akibat Tsunami dan Likuifaksi dan belum ditemukan akan
mendapatkan Santunan Duka sesuai ketentuan; dan

¢. Ahli Waris yang berhak menerima Santunan Duka adalah
ahli waris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Walikota Palu, Bupati Sigi, Bupati Donggala, Bupati Parigi
Moutong untuk segera membentuk Tim Validasi Data Calon
Penghuni Hunian Tetap, Penerima Dana Bantuan Stimulan
dan Penerima Dana Santunan Duka.

,Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di palu i
dnggal 31 Jpnuavi 2019
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Lampiran 3. SK Bupati Tentang Penetapan Lokasi

HUPAT] DOMNGGALA
FROVINS] SULAWESI TEMGAH

KEPUTUEAN BUFATI DOMNGOALA
ROEOR 1S85.45) &38 FOPKFZ 2080

TENTAKG

PENETAPAN LOHAS] RENCANA PEMBARIUNAN HUNLAN TETAR BACK
MAEYARAKLAT TERDAMPAE BENCAKA GEMPA BLIMI EAN TSUNAMI
Dl KELURAHAN (RANTI KECAMATAN DATAWA
KABUPATEN IROGALS

EUPATI DOMCGGALA,

Menimbheng ¢ 6. babea kodesl Hunian tetap adalsh kelcasi tempat inggal rong
diperuntukan  bagi  mssyaraksat  erdesopak bencana 28
Bepdember LA pascn Erngial dari hunkan SEMENDNTS FONg
Farednt permanac, yang B8k kg memilio tempat tinggal,
dan/ntay mareics s tesmpat  dtinggalnyns  mosuk  dalam
kvwmean terdampak | mwsn Bencana dan tddak dapat drtirggnali
lagi meownat atoran pemerintah;

b babmea sahuabungan dengan resdmne aesebhangusan  busdam
metnp Bagl Mssyarnkat Terdampak Bemcasns Chenspa Bumil dan
Taumami i Ecluraban Gand Escamaton Banowa Kafupadiosn

ln, periu dicmppken  lokesl Rencoms:  Pembanganan
Fursisn Telag;

. babwa berds=arkan  pertimbsnpgsn  schaprimane dimslese]
dalam Bwrol a8 dan Formal by perle meestaphban Kepoliess
Bupatl tembang Menebtzpan Lakasm Bencsna  Pembasgaman
Humian Teiap Bag Momamkas Terdampak Beocana Gesnpa
Bumi den Trumami ch Erhimban Gant Kecissaiasn Banswsn
Enbaipaten Dongpsils;
Mengingat ; 1, Undang-Usclang Momeer 20 Talvees L3S0 cestasg Pemnbentuloan
Diernb-dacrah Tisgkeat [ @8 Swlawesi (Lembaran  Megaro
Femiblk  Indeoeain  Tahisa  10ES  Noemws 74, Tamsbohan
Lembaran Megare Papubik edonesia Nemese 1823
2. Undang-Undeng Nomor 5 Tabun 1950 tenteang Peroturnn Uasar
Foknk-poknk Agraria |[Lembaron Megara Bepublik Indonesia
Talvun 1980 Noeswor 104, Tambahan Lembsran MNepara Fepubiik
Ieedinine s Moerne 30493
3. Undlesng-Undang Momor 17 Teakus 2003 dentang Eeoonsgoan
Hegura (Lembaran Negasa Fepublile Indonesia Tahun 20003
Mamar 47, Tambabhan Lembarnn Megaorn Repoblik Indocesis
b T
4. Urdong-Undang Momor 1 Takbun 20049 tendang PerberSsharann
Fegarn (Lembaran MNegara Fepablik Inedomesio Tahon 2000
Fomor 3, Tambahan Lembaran Megara Republik Imdonssia
Fommwor #3555
- Undasig-Iradang Momor I8 Talbos 2007 tesmiarsg Penataan
Funng |Lesnbaran Megara Republik Indonesss Tabkus 2007
Momwor B8, Tambahan Lembaran Fegara Fepublik Indonesia
Mz 471

o
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. Undang-lindeng Nomor 2 Tabaon 23003 bnteng Paygebue Tosd g
Pemlmnging ok Kepentngan Uman Lemboren eegesy Frepudsik
[rchenessm Toidyy 2017 Momor 22, Tambahar Lemnbersn Nopars Rk
[reboressn Momer 28]

Upsdang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintnhan

Omersh (Lemibirsm Megara Republle Endonesin Tebun 3074

Momor 244, Tambaban Lembasan Begorn Republis Inconesin

Momor 5587 scbagaimana  pelak: diubah  terakthir denpgan

Undang-undang Hamor 9 Tahun 20015 ientang Perubahan

Kashia atas Undang-undang Bomor I3 Tahun 2014 ientang

Pymerintshar Daerabl [Lembaran Megara Repusnlic Indonesia

Tabur 215 Momor 55, Tamsbshan lLembarnn Megare Momor

5,6 .

H. UI.'EEE.I:I.E.-UIT#ME Somor 50 Takun 2014 eentang Adeninisirosl
Pemerintwhan {Lembaran Wegare Republik Indonmesia Tabnan
014 Mamar 202 Tambahan Lemboran Negara Fepublik
Izetle o Foanor GGOL)

0. Perabdran  Persermtal Bomor 16 Tahun 2004 ientang
Penatagunaan Tonah |Lembaran Megara Repuablike Indonesin
Tahur 2004 Momor 4%, Tambshan Lembaran Nepsra Mamor
AR,

10, Peratarsn Permarimtal FHomar 12 Tahun 2010 - eentsng
Pengelolanr Eruasgan Deemb (Lessbaran Megam  Repubbk
Iesdlonesia Talvam 2017 Bomor 42, Tombahon Lembaran Fegars
Ramor G323);

]].Fhmmmrimuﬁﬁhm?}ﬂm

=

KipmEngn Lerirs (Lembarnn Nepara, Hopuablik [ndonzsia Tahun
2015 Woenor 366

12. Peraiuran Daerah Fabapeden Dorggsila Nomor 1 Tahiin 20002 ey
Fencann Talaroang wisynh Kobopelen Dooggeda Tahon 23011-2031
(Lo Dasrnh Rabapaer Donggin Tahun 2006 Momaor [

13, Peraharan mmhqmmﬂmliﬁhmmlﬁm

14, Peramren Doesmly Habopaeen Doeggala Momor 4 Talun 2009 Entaig

AE LI
frggaman 2030 Lembamey Dossalh, HKobepsaler: Dosggrala T K9
g g
Srmpeshatikan || Peralusan Manlen Dalam Neger Homer 13 Tahum 2605 tentang
Feddirman Pengilalan Keusnmpan Deersh schapanimansn telak
divubah dengan Peramurar Menteri Dalam Mepgesi Boamar 30
Tu.l1.1.||:|. 2011 tentag Perubahan Hedhuo acos Peratwran Menter]
Neperi Nomeor 13 Tobun 2008 iEntang  Pedomon

Pmml.u-lun Eruargan Doerah  [Berith  Negare  Republik
Ingkomesia Talbum 2011 Nomor 3007

Z. Petutusas Bupels Neenar 47 Tabhun 2019 tentang Penjabaran
Peigjabiaran  Anggmran  FPendapasiarn  dan Belanis  Daeroh
Fubupaten Donpgala Tahun Arggeron 2020 [Berita Daerah
Enbupater Donggais Tahan 2001% Romar 673

3, Espuhzsan Bupati Nomor 1BE 4570103 /BREAD T TAHUN 2030
tanggal 8 Jamaar] 2000 tertnng Perren fudoen Kepala Peraeghoan
Daernh Szlala Pogabal Pemgouna AnggnronPengeharan pada
Cinas Doerah Kobupaten Donggala Tahun Angesrsn 20149,
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4. Surat Kepaln Sotuan Kerga Polakamaan Prssrann Parmnloman
Prowinal Sulawes) Tengah Nomer U001 /ch38.4 (50 Tenlarg
Permehonan 2K Penetapan Lokmsi Handap Swtalit;

MEMUTUSEAN -

Lokssi Rerncara Pembangunan Humign Tetap Bag
t Terdampak Bencans Gempa Bumi dan Taunami o
Eehisabarn~ Gantl Hecomatan Barews Habupaien Donggala
s dsbem Lampiren | dan Lampiran 11 yvang
tidak Sermisabikan disd Kepiaruasn Bapati Ind.
dimaksud pada Diktum  EESATU
Fenecann Pembanpuran Humisn Telip Bogi
neans Cempe Buins din Teudiamnl Taluam
dap [mililaa umum perdukongnyn &

: Penstapen sebagoimars dimak d.l:l.nlanlkhlm]li!-DLl.ﬂ tidak

Eertertargmn  dengan  Rencong um Tatn Eusng Habupaten

:E-m].p'btq}l_\muhn’.llll.lluhbil e lapkanisya Hepurusan Bupatl

diarr Belanja Dasrnh
Kabupatsss Donggala Tabu g 2020 melaai Duolamen

Felaksarninnn Angganan pll:l.i.

L. Keftua DFED Kak. Doegrala di Demgpals

2. Krpals FIPRAT Kah Tanggsia 1 Dongasia,

A, Kepals Dinss Peled ndn Unum dis Peratian Paieg Hab. Deagiula o Dongaula
4. Bepala Badan Ponanpgiulecysn Borcssa Dneraly Kabugaicn Donggala dl Denggnia,
= Kepaila hansor Meriananas Keb Donpesln o Tonpeals.

& Camat Bangwa di Donggols

7. Liruh Ot Kec, Banseea, di Clenti,
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‘LAMHRAN!

'ATI DONGGALA

KEPUTUSA

NOMOR (IO4; 0278/ ylupe. [ Joce

TENTANG PENETAPAN LOKAS] RENCANA PEMBANGUNAN HUNIAN TETAF BAG! MASYARAKA' AMPAK BENCANA GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI DI KELURAHAN GANTI KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

[NO | PERUNTUKAN LOKASI LUAS (m% | LETAK = \{E-rimm =
1. Rencana Pembangunan Hunian Tetap Bagi | £17.970 m* Kel, Ganti Kec. | Tanah Dibebaskan oleh ?ﬂb Kabupaten Donggala
T Di Banawa Tahun 2019
Qanti B
Kabupaten Donggaln

LAk PIRAN T1

T,

EEPUTLUSAN BUPATL mnm?:mm
m::-mm{ﬁm Gr oI SR

FPENETAPAN LDORAST RERCANA FEMBANOLUFAN HUNLAN TETAP BAOT
B S A RAHAT TERDARMIAE PIENHCAN S GEMPA B RSN TEUMAMT 03
HELURAMAN GANT] KECAMATAN BaMNAWS KABUPATEMN DORNGOALS

Peon Lokasi -

ujEEaIT
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Lampiran 4. Surat Rekomendasi Tata Ruang
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Lampiran 5. SK Bupati Tentang Tim Pengadaan Tanah

. Menimbang :

Mengingat :

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGCALA
NOMOR 188 s"/0250 [opep2
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BUPATI DONGGALA,

a bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan
tanah dengan cara memberi ganti Kerugian yang lavak
dan adil kepada pihak yang berhak;

b bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan
efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah, maka
perlu dibentuk pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil
bagi pembangunan unt:nk kcpcn'ungan umum di wilayah
Kabupaten Donggala;

c. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagainmana dimaksud dalam
hunuf a dan hunaf b, periu memetapian Keputusan Bupan tentang
Fembentuksn Tim Pengadaan Tanah Skala kel Bag
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 1822),

2 UndangUndang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan Pokok-
Pokok Agrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950Namor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesa
Nemor2043),

3. UndangUndang Nomor 2 Tehun 2012 tentang Pengadaan Tanzh
bag Pernbengunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negira
Repubtk Indonesia Tahun 2012Nemor22, Tambahan Lembaran
Negara Republik ndonesia Nomor 5280),
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10.

Memperhatikan 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daersh sebagaimana telah dirubah terakhir denganUndang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang FPemesintah
Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679,
Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang Administras
Pemerintahan (Lemkxiran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indeoesia
Nomor 5601);

Peratnuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah fLembaran Negara Republik Indonesa Tahun
9019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Repuliik Indonesa
Nomor 6322 ) ;

Peraturan  Presiden Nomor 71 Tahun 2012 t@entang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bag Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sebegaimana telah dirubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyekenggaraan  Pengadaan Tanah Bagl Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 366),

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemenntaban Daerah (Lembesan  Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016
tentang Fembentukan dan Susunan Perangikat Daerah Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Denggaia Tahun 2016
Nomaor 124,

Peraturan Daerzh Kabupsten Donggala Nomor 3 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Deerah Tahun
Anggaran 2019 (Lemberan Decrah Kabupaten Denggala Tahun
2018 Nomor 3

Peraturan Kepela Badan Fertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
2012Petunjuk Teknis Pelaksanasn Pengadaan Tanah,

Keputusan Gubemnur Sulawesi Tengah Nomar 591 /39/R0.ADM
PUM-GST/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubermnur
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

tentang Pembangunan  untuk Kepentngan Umum kepada
mpad/wmm&masmm@h;

3, Sumt Edaran Gubemur  Sulawes Tengah Nomor

500/39.24/Dis Perkimtam tanggal 28 Apsl 2017 tentang
mmwwwm
Kepentingan Umumy,

MEMUTUSKAN |

PermbentukanTim Pengadaan Tanah Skala Kecil Bag Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, yang susunan keangrotaannya
Tim Pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai benikut
1. Memeriksa Dokumen/usulan Perencanaan Pembebasan
tanah yang dibuat oleh OPD kepada Bupati Donggala;
9. Melakukan Pengecekan Fisik lokasi rencana tanah yang
akan dibebaskan terkait kesesuaian dan fungsinya;
3 Memutuskan bahwa lokas: yang akan dibebaskan dapat
disetujui yang dituangkan dalam bentuk berita acara,
4. Melaksanakan Persiapan Pengadaan tanah yang
meliputi kegiatan sebagai berikut .
a Melaksanakan Persiapan Pembebasan Tanah Terkait.
1. melaksanakan pemberitahuan kepada masyarakat
tentang rencana pembangunan untuk kKepentngan
umum.
- Melakukan Pendataan awal terkait lokasi dan
kepemilikan tanab
d Melakukan Konsultasi Publik kepada Masyarakat
terkait rencana pembebasan tanah.
e Membuat SK Penetapan Lokasi Pembebasan tanah
f Mengumumkan penetapan lokas: rencana pembebasan
wanah,
5 Melaksanakan Pembebasan Tanah Yang Meliputi
Kegiatan :
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

aMenginventarisasi dan Mengidentifikasi Kepastian
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah.
b.Berkoordinasi dengan kantor Jasa Penilai Publik
untuk melaksanakan penilaian harga tanah,
¢.Melaksanakan musyawarah penetapan ganti rugi
d.Melaksanakan pemberian ganti rugi
e Mengurus dokumen pelepasan hak tanzh atau
lainnya.
6. Mendokumentasi
tanah.
7. Melakukan koordinasi Mengan TP4D (Kejaksaan Negeri
Donggala
Tim dalam melaksanakan tulgsnya, bertanggungawab
dan melaporkan hasilnya kewada Bupad melalui
Sekretaris Daerah.
Segala biaya yang timbul sebagai g
Keputusan Bupati ini dibebank:
Pendapatan dan Belanja Daerah Xab pa’l;n Donggala
Tahun Anggaran 2019 melalui

terhadap semua proses pengadaan

Anggaran Dinas Perumahan Kawadg
Pertanahan Kabupaten Donggala.
Keputusan Bupati
ditetapkan.

ini

mulai N pDyda tanggal
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR (884§ /ozgjc /Opp2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH

PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

SKALA KECIL UNTUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

NO. JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM ‘
1. | BUPATI DONGGALA PENGARAH
o | WAKIL BUPATI DONGGALA PENANGGUNG JAWAB
3, | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOORDINATOR I
DONGGALA A
4. | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KETUA
SETDA KABUPATEN DONGGALA !
5. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASANl WAKIL KETUA
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
KABUPATEN DONGGALA
6 |KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS SEKRETARIS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA
7. | SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN,KAWASAN ANGGOTA
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN DONGGALA
8. |KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGOTA
DAN ASET DAERAH
9. |KEPALA  BADAN  PENANGGULANGAN ANGGOTA
| BENCANA
10. | KEPALA BADAN PERENCANAAN ANGGOTA
PEMBANGUNAN DAERAH ',
11. | KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ANGGOTA
DONGGALA
12. | KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PU ANGGOTA
DAN PENATAAN RUANG  KABUPATEN
| DONGGALA .
13. | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
| KABUPATEN DONGGALA ANEIIA ‘
14. CAMAT YANG WILAYAHNYA TERKENA

LOKASI RENCANA PEMBEBASAN LAHAN |

1

ANGGOTA '

69




15.

16.

17,

18.

19

20.

21.

22,

23.

24,

25.

KEPALA BAGIAN  ADMINISTRASI |
PEMERINTAHAN UMUM KABUPATEN |
DONGGALA 3

KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD
KABUPATEN DONGGALA

KASUBAG TATA PEMERINTAHAN DAN
ADMINISTRASI WILAYAH BAG.ADPUM

KASUB. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN  BAGIAN HUKUM  SETDA
KAB.DONGGALA

KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAN.

KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKE
TANAH DAN GANTI RUGI

KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA

| KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR
| PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN

i KABUPATEN DONGGALA

| KEPALA SEKS] PERENCANAAN PERMUKIMAN

| DINAS PERUMAHAN KAWASAN '
| PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |

| KABUPATEN DONGGALA

i KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PERMUKIMAN V

DINAS PERUMAHAN KAWASAN |
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
| DONGGALA 4

KEPALA DESA / LURAH YANG WILAYAHNYA |
TERKENA LOKASI RENCANA PEMBEBASAN
| LAHAN ‘

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

GGOTA

GOTA

TA
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Lampiran 6. Batas Fisik Tanah (Patok)

Y
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